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NAMA SOP : Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 
 

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik; 
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik; 
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

 

1. Menguasai Pengoperasian Komputer; 
2. Menguasai Tata Kearsipan;. 
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima;. 
4. Memiliki sopan santun dan tata krama. 

 

Keterkaitan  Peralatan / Perlengkapan 
 1. Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi  

2. Komputer dan perlengkapan yang mendukung 
3. Koneksi jaringan internet 
4. Alat Tulis 

Peringatan  Pencatatan dan Pendataan 
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik. 
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai. 

Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi 
Fotocopy / scan identitas diri 
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